
 

 

 

 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 14 TAHUN 2009 

 

TENTANG 

 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pemerintah 
daerah yang bersih dan bertangguang jawab, maka perlu dilakukan 
tertib administrasi dan tertib pengelolaan terhadap barang milik daerah; 

b. bahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib 
pengelolaan barang milik daerah, maka diperlukan suatu kesamaan 
persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dan unsur-unsur 
yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
diatur dalam Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-
Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi 

Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4422); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 

Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2967); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4515); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3643); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 4503; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609); 

14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan 

Rumah Negeri; 

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun  2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) 

sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas 

keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan 



Barang dan Jasa Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 

Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil 

Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang 

Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang 

Baru Dibentuk 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem 

Informasi Manajemen Barang Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor 

Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Penilaian Barang Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

dan 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 

  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK 

DAERAH 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat; 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 



5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah 

dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 

6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Kepala SKPD 

selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi 

pengelolaan barang milik daerah. 

7. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala SKPD 

selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah 

8. Kuasa pengguna barang milik daerah selanjut disebut Kuasa Pengguna adalah kepala 

satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang 

milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 

9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. 

10. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola 

adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordininasi penyelenggaraan pengelolaan 

barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. 

11. Pihak lain adalah pihak-pihak selain SKPD 

12. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang 

daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi 

barang dan harga, pengadaan, penyimpangan, penyaluran, investigasi, pengendalian, 

pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta 

penatausahaannya. 

13. Penyimpan barang milik daerah selanjutnya disebut penyimpan adalah pegawai yang 

diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang. 

14. Pengurus barang milik daerah selanjutnya disebut pengurus adalah pegawai yang 

diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada 

di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit  kerja. 

15. Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis spesifikasi 

serta kualitasnya 

16. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik 

daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang 

sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang 

akan datang. 

17. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan pada 

perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau 

pemeliharaan barang daerah yang dituangkan dalam anggaran.  

18. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan 

barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia  

19. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan 

atau pemeliharaan barang daerah  

20. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan 

pengaturan barang persediaan didalam gudang atau ruang penyimpangan lainnya 

21. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari 

gudang ke unit kerja pemakai. 



22. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik 

daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna. 

23. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik 

daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. 

24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam 

mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan 

25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk 

sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna dan bangun guna 

serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.  

26. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

27. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa 

menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali 

kepada Pengelola. 

28. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain 

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan 

pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 

29. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak 

lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian 

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 

disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau 

sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 

30. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak 

lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah 

selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut 

dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

31. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang 

dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 

pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab 

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

32. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak 

lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan 

sebagai modal pemerintah daerah. 

33. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain 

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

34. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang 

milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar 

pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima 

penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 


